EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8
TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA DENGAN
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM MENJAWAB
KASUSPENCURIAN KAYU DI KABUPATEN PACITAN

Alivano Firdaus; Hartanto, S.H., M.Hum.
Program Studi llmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Abstrak

Sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk di Kabupaten Pacitan, menghadapi masalah
penumpukan perkara, proses yang panjang, dan beban anggaran besar. Peraturan
Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan
Keadilan Restoratif diterbitkan sebagai solusi, dengan fokus pada kasus pencurian kayu
di Pacitan. Penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris di Kabupaten Pacitan,
menggunakan data primer dari wawancara dan data sekunder dari studi pustaka.
Implementasi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 berhasil mempertahankan
harmoni sosial melalui musyawarah yang sesuai dengan kearifan lokal Pacitan.
Penanganan perkara beralih dari pembalasan menjadi pemulihan keseimbangan sosial
dan rekonsiliasi. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 efektif mengisi kekosongan
hukum dalam KUHP dan KUHAP, menjembatani sistem peradilan pidana konvensional
dengan kebutuhan masyarakat akan penyelesaian perkara yang lebih efektif, berkeadilan,
dan ekonomis. Konsepnya selaras dengan prinsip hukum Islam.

Kata Kunci: Restorative justice, Tindak Pidana, Pencurian
Abstract

Indonesia’'s criminal justice system, including in Pacitan District, faces a backlog of cases,
a lengthy process and a large budget burden. Police Regulation No. 8 of 2021 on Handling
Crimes Based on Restorative Justice was issued as a solution, focusing on timber theft
cases in Pacitan. Descriptive research with an empirical juridical approach in Pacitan
Regency, using primary data from interviews and secondary data from literature studies.
The implementation of Police Regulation No. 8 of 2021 succeeded in maintaining social
harmony through deliberation in accordance with Pacitan's local wisdom. Case handling
shifted from retaliation to restoring social balance and reconciliation. Police Regulation
No. 8/2021 effectively fills the legal vacuum in the Criminal Code and KUHAP, bridging
the conventional criminal justice system with the community's need for more effective,
equitable and economical case resolution. The concept is in line with the principles of
Islamic law.
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1. PENDAHULUAN
Sistem peradilan pidana di Indonesia telah lama menghadapi berbagai tantangan, termasuk
penumpukan perkara, proses peradilan yang panjang, dan beban anggaran yang besar. Situasi

ini tidak hanya membebani aparatur penegak hukum tetapi juga berdampak signifikan pada



masyarakat, terutama mereka yang terlibat langsung dalam perkara pidana. Dalam konteks ini,
Kabupaten Pacitan sebagai bagian wilayah integral dari sistem hukum nasional, juga
menghadapi permasalahan serupa yang memerlukan solusi inovatif dan efektif. Merespon
kebutuhan akan alternatif penyelesaian perkara yang lebih efisien dan berkeadilan, Kepolisian
Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021
tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini hadir
sebagai terobosan hukum yang bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum dalam
penyelesaian perkara pidana, terutama untuk kasus-kasus tertentu yang memungkinkan
penyelesaian di luar pengadilan. Konsep keadilan restoratif yang menjadi landasan Perpol
Nomor 8 Tahun 2021 bukanlah hal yang sepenuhnya baru dalam sistem hukum Indonesia.*
Sebelumnya, pendekatan ini telah dikenal dalam penanganan perkara anak melalui UU Nomor
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, Perpol Nomor 8 Tahun 2021
memperluas cakupan penerapan keadilan restoratif ke ranah yang lebih luas, termasuk untuk
beberapa jenis tindak pidana yang melibatkan orang dewasa.

Di Kabupaten Pacitan, implementasi Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menjadi sorotan
penting dalam upaya meningkatkan efektivitas penanganan perkara pidana. Karakteristik
masyarakat Pacitan yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah
mufakat menjadikan kabupaten ini sebagai wilayah yang cocok bagi penerapan pendekatan
keadilan restoratif. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal memastikan pemahaman
yang merata di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat tentang mekanisme baru ini.
Salah satu kasus yang menjadi fokus dalam implementasi Perpol Nomor 8 Tahun 2021 di
Kabupaten Pacitan ialah penyelesaian tindak pidana pencurian kayu. Kasus pencurian sebagai
studi kasus karena melibatkan emosi personal para pihak yang bersifat dinamis dan potensinya
untuk diselesaikan melalui pendekatan restorative sangat terbuka lebar. Proses penyelesaian
kasus pencurian melalui mekanisme keadilan restoratif tidak hanya bertujuan untuk
mengurangi beban sistem peradilan pidana, tetapi juga untuk memulihkan relasi antara pelaku
dan korban, serta menjaga harmoni sosial di masyarakat.

Implementasi Perpol Nomor 8 Tahun 2021 di Kabupaten Pacitan juga harus
dipertimbangkan dalam konteks reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Upaya ini

sejalan dengan amanat Mahkamah Agung yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung

! Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Jakarta: Kepolisian Negara
Republik Indonesia.,https://reskrimum.metro.polri.go.id/wp-content/uploads/2022/01/PERPOL -No-8-Th-2021-

Penanganan-Tindak-Pidana-Berdasarkan-Keadilan-Restoratif.pdf diakses pada 8 September 2024.
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(PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mendorong
penyelesaian perkara melalui mediasi. Meskipun PERMA tersebut lebih berfokus pada perkara
perdata, semangat untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan juga tercermin dalam Perpol
Nomor 8 Tahun 2021 untuk konteks pidana. Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 di
Kabupaten Pacitan juga menghadapi tantangan dalam hal kesiapan infrastruktur hukum dan
sumber daya manusia. Diperlukan pelatihan intensif bagi aparat kepolisian untuk memahami
dan menerapkan pendekatan keadilan restoratif secara efektif. Selain itu, sosialisasi kepada
masyarakat juga menjadi kunci penting untuk memastikan partisipasi aktif dan pemahaman
publik terhadap mekanisme baru ini. Aspek budaya hukum masyarakat Pacitan juga menjadi
faktor penting dalam implementasi Perpol Nomor 8 Tahun 2021. Masyarakat yang terbiasa
dengan pendekatan litigasi dalam penyelesaian perkara pidana perlu diedukasi tentang manfaat
dan proses keadilan restoratif. Hal ini memerlukan kerja sama yang erat antara kepolisian,
tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membangun kesadaran dan
kepercayaan terhadap mekanisme baru ini.

Dengan mempertimbangkan berbagai aspek di atas, studi mengenai implementasi
Perpol Nomor 8 Tahun 2021 di Kabupaten Pacitan, khususnya dalam konteks penyelesaian
tindak pidana pencurian kayu, menjadi sangat relevan dan penting. Penelitian ini tidak hanya
akan memberikan gambaran tentang efektivitas pendekatan keadilan restoratif dalam sistem
peradilan pidana di tingkat lokal, tetapi juga dapat menjadi model bagi daerah lain dalam
mengimplementasikan kebijakan serupa. Lebih jauh lagi, studi ini berpotensi memberikan
kontribusi signifikan terhadap pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih efisien,

berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian deskriptif. Hal ini karena riset memerlukan
pemberian deskriptif, gambaran, atau lukisan yang sistematis, akurat dan tepat perihal fakta
karakteristik yang menggunakan motode pendekatan yuridis empiris dengan pengumpullan
data studi lapangan melalui wawancara, observasi dan partisipasi. Data yang diolah mencakup

data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier



3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1.  Fungsi Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dalam penegakan hukum di
Kabupaten Pacitan
Efektivitas peraturan ini terlihat dari penyelesaian kasus pencurian kayu di Pacitan, di mana
proses keadilan restoratif berhasi memulihkan kerugian korban senilai Rp.24.000.000 dan
menjaga harmoni social antara pelaku dan korban. Penyidik Polres Pacitan Bapak
Setiyoko,S.H.,M.H menegaskan bahwa penerapan peraturan ini telah mencapai tujuanya dalam
memulihkan keadaan, memberikan rasa keadilan, dan menjaga hubungan baik antar pihak.
Keberadaan peraturan ini juga memungkinkan penyelesaian perkara yang lebih efisien melalui
mekanisme gelar perkara yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk
penyidik.
Bahwa berdasarkan undang undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab undang undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), Pasal 5 dan Pasal 7, penyelidik dan atau penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia memiliki kewenangan menerima laporan dan atau pengaduan masyarakat,
yang selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang telah dilaporkan
oleh masyarakat. Kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga termuat pada
undang undang nomor 2 tahun 2022 tentang kepolisian pada Pasal 16.
Polres Pacitan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam struktur Kepolisian Negara
Republik Indonesia, berdasarkan kewenangan yang telah diamanatkan pada tahun 2024, pada
tanggal 27 April 2024 telah menerima Laporan masyarakat berupa perkara dugaan tindak
pidana pencurian kayu jati.
Kronologis singkat perkara yang dilaporkan tersebut adalah sebagai berikut ;

- Bahwa pada awal bulan Oktober 2023, pelapor atas nama AS memiliki kayu jati
gelondong dengan ukuran panjang sekitar 3 meter dan ukuran lingkar masing masing
berbeda dengan jumlah keseluruhan sekitar 40 batang yang sebelumnya ditaruh dan
ditumpuk ditepi jalan masuk Dusun Tukul Desa Karanggede Kecamatan Arjosari
Kabupaten Pacitan didekat rumah pelapor.?

- Pada hari kamis tanggal 19 Oktober 2023 sekitar jam 08.00 WIB sampai dengan
pukul 10.00 WIB, istri pelapor yang bernama IN melihat ada beberapa orang laki laki
yang menaikkan semua kayu jati gelondong milik pelapor ke atas kendaraan Truk

warna kuning.

2 Setiyoko, S.H.,M.H, Penyidik Unit 1 Satreskrim. Polres Pacitan, Wawancara Pribadi, Pacitan, Kamis, 24
Oktober 2024.



Selanjutnya istri pelapor memberitahu pelapor tentang kejadian tersebut, dan
kemudian pelapor mencari informasi siapa yang telah mengangkut dan mengambil
kayu jati miliknya, hingga pada esok harinya pelapor baru mengetahui jika yang
mengambil dan mengangkut kayu jati miliknya adalah terlapor yang bernama RK,
yang beralamat di Dsn. Semo Ds. Arjosari Kec. Arjosari Kab. Pacitan, dimana antara
pelapor dan terlapor sebelumnya sudah saling kenal karena sama-sama berjualan
kayu gelondongan.

Saat dikonfirmasi oleh pelapor, terlapor mengakui benar bahwa dirinya yang telah
mengambil kayu jati milik pelapor, dan pada saat mengambil kayu jati milik pelapor,
terlapor tidak seijin pemiliknya.

Pada saat dikonfirmasi, pelapor menjanjikan akan membayar melalui transfer kepada
pelapor uang kayu senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) setelah
kayu jati dikirim (dijual) ke pedagang besar di Kabupaten Jepara.

Karena sampai dengan lebih 5 bulan terlapor tidak membayar kayu milik pelapor,
dan ketika terlapor sulit dihubungi oleh pelapor, serta terlapor tidak ada etiket baik,
maka pada bulan April 2024 pelapor melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pacitan.

Penyelesaian perkara pencurian kayu yang ingin dihentikan proses penyidikannya atas

permintaan pelapor dilakukan kajian dan harus memenui persyaratan sesuai dengan tata aturan

yang ada berdasarkan Perpol nomor 8 tahun 2021, persyaratan tersebut secara garis besar

yaitu:®

3.1.1 Persyaratan umum, meliputi :

a. Syarat materiil

b. Syarat formil

3.1.2 Untuk persyaratan materiil, perkara yang dapat dilakukan Restorative Justice yaitu:

a.

b.

C.

Perkara yang tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
Perkara yang tidak berdampak konflik sosial

Perkara yang tidak berpotensi memecah belah bangsa

Perkara yang tidak bersifat radikalisme dan separatism

Untuk terlapor atau tersangka bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan

Putusan Pengadilan

3 Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Jakarta: Kepolisian Negara
Republik Indonesia.



f. Bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak
Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

3.1.3 Persyaratan formil yang harus dipenuhi oleh para pihak yaitu :

a. Surat perdamaian dari kedua belah pihak

b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku
3.1.4 Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku dapat berupa:

a. Mengembalikan barang milik pelapor

b. Mengganti kerugian pelapor

c. Menggantikan biaya yang ditimbulkan akibat perbuatan terlapor

d. Mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatan terlapor
Dalam penetapan demi hukum yang mengacu pada Pasal 109 ayat 2. Dalam hal penyidik
menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti, bukan tindak pidana dan demi hukum yang
berarti penetapan dalam perkara tersebut pengaduannya dicabut, Ne bis In Idem (seseorang
tidak boleh dituntut dan disidangkan dalam perkara yang sama setelah diputus pengadilan),
tersangka mati ditempat, dan surat laporan kadaluarsa. Frasa "demi hukum™ secara harfiah
memiliki maksud untuk terciptanya suatu keadilan yang merupakan tujuan terciptanya hukum.
Dalam konteks hukum Indonesia, istilah "demi hukum™ (ipso jure) dapat diartikan sebagai
"dengan sendirinya menurut hukum" yang berarti tidak memerlukan satu perbuatan atau
keterangan dari orang yang bersangkutan. Penggunaan frasa ini mengandung kekuatan yang
mengikat secara otomatis dan berlaku langsung sebagai konsekuensi dari ketentuan undang-
undang atau peraturan yang berlaku, tanpa memerlukan putusan atau penetapan dari pejabat
yang berwenang. Hal ini mencerminkan prinsip kepastian hukum, di mana akibat hukum
tertentu timbul secara langsung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam
konteks penegakan hukum, frasa "demi hukum" menekankan bahwa tindakan yang dilakukan
semata-mata untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan, bukan untuk kepentingan pribadi
atau kelompok tertentu. Sebagai contoh, dalam Pasal 9 Permenkumham 24/2011, penggunaan
frasa "demi hukum" memiliki arti bahwa pengeluaran tahanan tersebut dimaksudkan untuk
tercapainya suatu keadilan menurut hukum yang berlaku. Dengan demikian, frasa "demi
hukum" mengandung aspek imperatif atau keharusan yang tidak dapat dikesampingkan, karena

merupakan perintah langsung dari hukum itu sendiri.



3.2. Manfaat yang diproleh bagi masyarakat Kabupaten Pacitan dari implementasi
Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021
Tentang keadilan restoratif, yang membawa transformasi signifikan pada sistem peradilan
pidana di Indonesia. Peraturan ini memperkenalkan model baru yang menganjurkan
pendekatan manusiawi dan memulihkan hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat,
bukan pendekatan balas dendam semata. Melalui praktik keadilan restoratif, masyarakat
mendapatkan manfaat dari alternatif penyelesaian kasus yang lebih efektif dan efisien, dimana
penyelesaian dapat dicapai melalui diskusi yang melibatkan seluruh pihak terkait. Proses ini
tidak hanya menghemat waktu dan biaya dibandingkan prosedur pengadilan biasa, namun juga
memberikan peluang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan
dan dapat diterima oleh semua pihak dalam menyelesaikan konflik.
Bagi korban kejahatan, keadilan restoratif memberikan ruang partisipasi aktif dalam proses
perkara dan kesempatan untuk mengkomunikasikan secara langsung dampak kerugian yang
dideritanya. Korban juga mempunyai kesempatan untuk menerima ganti rugi atas kerugian
yang dideritanya, baik materil maupun immateriil, serta mendapat permintaan maaf dari
pelaku, yang dapat berkontribusi pada proses penyembuhan kerusakan psikologis yang
diderita. Sementara itu, bagi pelaku, pendekatan keadilan restoratif memberikan kesempatan
untuk mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab langsung atas perbuatannya terhadap
korban dan masyarakat. Dalam hal ini dapat mencegah stigma dan pelabelan negatif terhadap
pelaku, terutama bagi anak-anak yang melakukan kejahatan atau pelanggaran ringan,
membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat dengan lebih baik dan mengurangi
risiko terulangnya kembali pelanggaran.
Dari sudut pandang masyarakat yang lebih luas, praktik keadilan restoratif membantu
memulihkan keharmonisan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Proses penyelesaian
yang melibatkan tokoh masyarakat dan memperhatikan nilai-nilai intelektual lokal dapat
memperkuat kohesi sosial dan mencegah konflik sosial berkepanjangan yang dapat merusak
tatanan sosial yang ada.
Dari perspektif ekonomi, pendekatan keadilan restoratif dapat mengurangi biaya ekonomi dan
sosial yang timbul dari proses peradilan pidana konvensional. Penghematan ini tidak hanya
dirasakan oleh negara dalam bentuk berkurangnya biaya operasional sistem peradilan tetapi
juga oleh mereka yang terlibat dalam kasus pidana, baik sebagai korban maupun pelaku.
Dalam suatu bentuk yang terjadi di dalam masyarakat atau yang di sebut model
kemasyarakatan mempunyai beberapa istilah yang sering digunakan dalam kajian sosiologi,

yaitu:



3.2.1 Interaksi Sosial

Interaksi sosial adalah istilah yang dikenal oleh para ahli sosiologi secara umum sebagai aspek
inti bagi berlangsungnya kehidupan bersama. Dalam hal ini ada kaitan nya dengan restorative
justice yang di mana dapat dihubungkan dalam suatu penyelesaian perkara.

Konsep keadilan restoratif sangat bergantung pada model interaksi sosial yang berkembang di
masyarakat. Misalnya, ketika terjadi perampokan di suatu desa, masyarakat tidak langsung
membawa permasalahan tersebut ke jalur hukum formal, melainkan menggunakan pendekatan
restorative justice melalui musyawarah yang matang antara pelaku, korban, tokoh masyarakat,
dan masyarakat setempat. Proses ini memungkinkan terjadinya dialog konstruktif untuk
mencari solusi yang dapat diterima semua pihak.

Keberhasilan restorative justice juga ditetukan oleh kualitas dalam berkomunikasi dan
berinteraksi antar anggota masyarakat. Ketika terjadi sebuah konflik antara kedua belah pihak,
misalnya dalam proses mediasi yang melibatkan tetua adat atau tokoh masyarakat yang
dihormati dapat memfasilitasi terciptanya dialog yang membangun. Melalui interaksi yang
positif, kedua belah pihak dapat mencapi kesepakatan yang memulihkan hubungan dan
menjaga harmoni sosial.

Dalam konteks rehabilitasi pasca konfli, interaksi sosial yang positif memainkan peran penting
dalam proses reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Program pengembangan masyarakat
yang melibatkan pelaku dalam kegiatan sosial, seperti gotong royong atau acara keagamaan,
dapat membantu mengurangi stigma dan membangun Kembali kepercayaan. Hal ini
menunjukan bagaimana keadilan restorative dan interaksi sosial saling memperkuat untuk
menciptakan masyarakat yang lebih harmonis.

3.2.2 Perubahan Sosial

Setiap kehidupan dalam masyarakat pasti akan mengalami tranformasi. Perubahan-perubahan
ini dapat mencapuk nilai sosial, pola prilaku, organisasi, lembaga-lembaga kemasyarakatan,
dan kekuasaan wewenang.

Dalam dinamika kehidupan masyarakat, perubahan sosial yang terjadi mempengaruhi praktik
restorative justice secara signifikan. Perubahan nilai sosial dalam masyarakat modern telah
menggeser cara pandang terhadap penyelesaian konflik, dari yang sebelumnya bersifat
retributif (pembalasan) menjadi lebih restoratif (pemulihan). Perubahan pola perilaku
masyarakat juga berdampak pada implementasi restorative justice. Misalnya, meningkatnya
kesadaran masyarakat akan pentingnya dialog dan musyawarah telah mendorong mediasi
komunitas dalam penyelesaian berbagai konflik sosial. Transformasi  organisasi  dan

lembaga kemasyarakatan turut mempengaruhi pelaksanaan restorative justice. Munculnya
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berbagai lembaga mediasi komunitas dan organisasi pendamping korban menunjukkan adanya
adaptasi kelembagaan dalam merespon kebutuhan penyelesaian konflik yang lebih humanis.
Pergeseran kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat mempengaruhi mekanisme restorative
justice. Peran tokoh adat yang dulunya dominan kini berbagi ruang dengan fasilitator terlatih
dan mediator profesional dalam proses penyelesaian konflik. Setiap perubahan yang terjadi
dalam aspek kehidupan masyarakat memberikan warna baru pada praktik restorative justice.
Hal ini menunjukkan bahwa restorative justice bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan
perubahan sosial yang terus berlangsung dalam masyarakat.
3.2.3 Sistem sosial
Sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen
terkecil yang saling berhubungan dan bergantung satu sama lain. Ketika terjadi gangguan pada
salah satu komponennya, dampaknya akan berpengaruh terhadap komponen-komponen
lainnya dalam sistem tersebut. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang integral antar
setiap elemen dalam sistem, di mana kinerja keseluruhan sistem bergantung pada berfungsinya
masing-masing komponen secara optimal. Bila terjadi kendala atau masalah pada satu bagian,
maka efeknya akan terasa pada keseluruhan sistem, mencerminkan sifat interdependensi yang
menjadi karakteristik utama dari sebuah sistem.
Restorative justice adalah cara baru untuk menyelesaikan masalah hukum. Alih-alih hanya
menghukum pelaku, restorative justice mengajak semua pihak yang terlibat, seperti korban,
pelaku, dan keluarga mereka, untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik. Tujuannya
bukan hanya menghukum, tapi juga memperbaiki hubungan yang rusak dan membangun
kembali kepercayaan.
Kenapa restorative justice penting?

« Lebih manusiawi menghargai perasaan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat.

o Lebih efektif membantu memperbaiki akar masalah dan mencegah terjadinya kejahatan

berulang.
e Lebih adil memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk terlibat dalam proses
penyelesaian.

e Lebih kuat membangun kembali komunitas yang lebih aman dan damai.
Intinya restorative justice adalah cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah hukum
karena memperlakukan semua orang dengan adil dan menghormati martabat manusia. Dengan
melibatkan semua pihak, restorative justice membantu kita membangun masyarakat yang lebih
baik.



Menurut keterangan dari pihak pelapor, saudara AS mengatakan bahwa dengan adanya aturan
restorative justice secara pribadi dirinya merasa puas dan senang serta berterimakasih kepada
pihak Kepolisian, karena perkara yang telah dia laporkan dapat diselesaikan dengan cepat dan
tuntas serta menghemat waktu, sehingga dirinya tidak harus bolak balik mengurusi perkaranya.
Kerugian materiil yang telah dialaminya berupa kayu jati juga telah dikembalikan oleh terlapor
dengan penggantian uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), selain itu
dengan selesainya perkara yang telah dilaporkan, saudara AS berharap tali silaturahmi antara
dirinya dan saudara RK tetap terjaga dengan baik.*
Menurut keterangan dari pihak terlapor, saudara RK mengatakan bahwa masalah yang
dihadapinya telah selesai dengan cepat dan tidak berkepanjangan, sehingga dirinya tidak harus
menjalani hukuman pidana yang lama. Saudara AS menyampaikan ucapan terima kasih atas
itikad baik dari saudara AS yang telah memaafkan perbuatan saudara RK, selain itu saudara
RK juga berterimakasih kepada pihak kepolisian yang telah memfasilitasi penyelesaian
masalah yang dihadapinya. Saudara RK berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali
dan berharap bisa menjalin persaudaraan dengan baik seperti sedia kala.®
Jadi manfaat restorative justice terhadap masyarakat dapat menghadirkan tranformasi dalam
sistem peradilan pidana dengan mengedepankan penyelesaian yang lebih manusiawi dan
efisien.
3.3. Pandangan hukum Islam terhadap konsep penyelesaian perkara pidana
pencurian ~ melalui mekanisme Restorative Justice
Dalam Islam terdapat dua perbedaan suatu penyelesaian perkara yang meliputi Perkara litigasi
(di pengadilan) dan perkara non litigasi (di luar pengadilan). Bahwa dalam litigasi adalah suatu
pandangan dan keyakinan mendasar bahwa satu-satunya masalah yang paling tepat dalam
menyelesaikan suatu perkara memang melalui pengadilan. Sebaliknya, non litigasi yang
diasumsikan bahwa penyelesaian suatu masalah atau perkara tidak selalu melalui pengadilan
dan hukum. Cara-cara diluar pengadilan yang dapat dilalui dalam penyelesaian suatu masalah
yang tidak ditinggalkan dan terbukti efktif dalam penyelesaian perkara tanpa meninggalkan
luka dan dendam berkelanjutan yang mendalam. Cara tersebut yaitu dengan pendekatan
Restorative Justice.
Perdamaian dalam Islam merupakan sesuatu yang dianjurkan. Sebagaimana tercantum dalam
Al-Qur’an Surah Al-Hujurat ayat 9:
Al-Hujurat (18:9)

4 AS, Pelapor, Wawancara Pribadi, Pacitan, Kamis, 24 Oktober 2024.
5 RK, Terlapor, Wawancara Pribad,. Pacitan, Kamis, 24 Oktober 2024.
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Artinya : “Dan apabila ada dua golongan orang Mukmin berperang, maka
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap
(golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan
itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah),
maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah
Mencintai orang-orang yang berlaku adil.
Dalam tafsirnya, M. Quraish Shihab menyampaikan bahwa ada cerita bahwa ayat tersebut
diturunkan sehubungan dengan pertengkaran yang berujung pada perkelahian dengan tukang
sepatu, antara kelompok Aus dan Khazraj. Semua bermula ketika Rasulullah (saw)
menunggangi seekor keledai melintasi jalan tempat Abdullah bin Ubay bin Salul duduk dan
berkumpul bersama para sahabatnya. Saat itu keledai Nabi sedang buang air besar sehingga
Abdullah, pemimpin orang-orang munafik itu berkata: “Lepaskan ikatan keledaimu karena
baunya mengganggu kami. Sahabat Nabi SAW, Abdullah Ibnu Rawahah keluar. Abdullah
menegur: “Demi Allah, wangi parfum Rasul lebih harum dari pada wangimu. ” Dan pada tahun
terjadilah perselisihan yang mengundang kehadiran masing-masing ras (HR. Bukhari dan

Islam melalui Anas Ibnu Malik).

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang implementasi Pelaksanaan Peraturan

Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Sebagai Dasar Mengisi Kekosongan Hukum Dalam

Penyelesaian Perkara Pidana dan Manfaatnya bagi Masyarakat di Kabupaten Pacitan (Study

Kasus Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Kayu) maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Peraturan ini memiliki peran vital dalam mengisi kekosongan hukum yang tidak diatur
dalam KUHP dan KUHAP terkait penyelesaian perkara pidana, khususnya dalam
konteks penerapan keadilan restoratif. Peraturan ini hadir sebagai jembatan yang
menghubungkan sistem peradilan pidana konvensional dengan kebutuhan masyarakat
akan penyelesaian perkara yang lebih efektif dan berkeadilan. Sehingga, implementasi
peraturan ini juga telah berkontribusi dalam mengurangi beban sistem peradilan pidana
konvensional dan memberikan kesempatan bagi korban dan pelaku untuk mencapai
solusi yang saling menguntungkan dari kedua belah pihak.

2.  Dalam implementasinya di Kabupaten Pacitan, peraturan ini telah memberikan manfaat
signifikan bagi masyarakat, terutama dalam menyediakan alternatif penyelesaian perkara
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yang efisien dan hemat biaya. Pendekatan keadilan restoratif yang diterapkan telah
berhasil mempertahankan harmoni sosial melalui mekanisme musyawarah yang sejalan
dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Pacitan. Melalui pendekatan keadilan
restoratif, penanganan perkara pidana tidak lagi semata-mata berorientasi pada aspek
pembalasan, melainkan lebih menekankan pada pemulihan keseimbangan sosial dan
rekonsiliasi antara pihak yang berkonflik. Bagi korban, sistem ini memberikan ruang
untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian perkara, mengungkapkan dampak kerugian
secara langsung, dan menerima ganti rugi serta permintaan maaf yang membantu
pemulihan psikologis. Sementara bagi pelaku, pendekatan ini memberikan kesempatan
untuk bertanggu jawab langsung atas perbuatanya dan mencegah stigma negatif bagi
pelaku. Hal ini sejalan dengan karakteristik masyarakat Pacitan yang masih menjunjung
tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan musyawarah mufakat.

3. Penelitian ini mengungkapkan adanya keselarasan antara konsep keadilan restoratif
dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 tahun 2021 dengan prinsip-prinsip hukum Islam.
Hal ini terlihat dari bagaimana kedua sistem tersebut mengutamakan pendekatan
perdamaian dan rekonsiliasi dalam penyelesaian konflik, menekankan pentingnya
pemulihan keseimbangan sosial, serta memberikan ruang bagi proses pemaafan dan
pertobatan. Keselarasan ini menjadi nilai tambah dalam implementasi peraturan tersebut,
mengingat mayoritas masyarakat Pacitan yeng beragama Islam. Melalui pendekatan
keadilan restoratif, penyelesaian perkara pidana tidak lagi semata-mata berorientasi pada
pembalasan, tetapi lebih fokus pada upaya pemulihan hubungan antara pelaku, korban,

dan masyarakat secara keseluruhan.
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